
 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 97 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN INSTITUSI 
PENERIMA WAJIB LAPOR BAGI KORABAN PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayagunakan program penanganan 

korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zan Adiktif 

perlu menyinergikan upaya-upaya penanganan dari seluruh pihak 

yang terkait; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 24 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan 

Zat Adiktif, perlu diatur mengenai pedoman rehabilitasi dan institusi 

penrima wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Institusi Penerima Wajib 

Lapor bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

  3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan 

Zat Adiktif (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daeah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 13); 

    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

REHABILITASI DAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR BAGI KORBAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Rehabilitasi adalah keseluruhan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

dilakukan IPWL terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif. 

2. Institusi Penerima Wajib Lapor, yang selanjutnya disingkat IPWL, adalah institusi 

Negara, Swasta, dan kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai IPWL oleh 

Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial. 

3. Koordinasi IPWL adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan IPWL serta kerjasama 

antara IPWL, Dinas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Dinas yang 

bertanggung jawab di bidang sosial, Pemerintah Daerah, serta Lembaga0lembaga 

terkait lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 



4. Korban adalah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 

5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Gubernur adalah gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Pasal 2  

(1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan IPWL 

di Daerah. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. Bab I Pendahuluan; 

1. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan persoalan bangsa (tinjauan 

filosofis, agama, budaya, kesehatan, sosial, dan lain-lain); 

2. gambaran umum persoalan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerah 

Istimewa Yogyakarta; dan 

3. nilai-nilai lokal untuk penanganan korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif (Kajian pengalaman dan tradisi lokal). 

b. Bab II Penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam Kebijakan 

Pemerintah; 

1. kebijakan nasional dalam persoalan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; 

2. kebijakan Gubernur dalam persoalan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; 

3. persoalan yang sering muncul dalam penanganan korban Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan 

4. IPWL di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Bab III Penyelenggaraan IPWL di Daerah Istimewa Yogyakarta; 

1. IPWL untuk rehabilitasi medis (profil singkat beberapa IPWL); 

2. IPWL untuk rehabilitasi sosial (profil singkat beberapa IPWL); 

3. koordinasi dan kerjasama antar IPWL di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 

4. pembiayaan. 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 3  

 

Penyelenggaraan rehabilitasi dan IPWL bertujuan untuk: 

a. mengefektifkan program rehabilitasi terhadap korban di Daerah; 

b. melakukan pendampingan kepada korban di Daerah selama proses rehabilitasi; dan 

c. memberikan advokasi hukum dan/atau advokasi sosial kepada korban di daerah 

selama proses rehabilitasi. 

 



Pasal 4  

(1) Penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kesehatan; 

(2) Penyelenggaraan koordinasi bidang sosial dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial; 

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi bidang 

kesejahteraah rakyat dan kemasyarakatan melakukan koordinasi antar IPWl bidang 

kesehatan dan sosial. 

 

BAB III 

IPWL 

Pasal 5  

(1) Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan institusi/lembaga rehabilitasi 

yang sudah ditunjuk maupun yang belum ditunjuk sebagai IPWL. 

(2) Penetapan institusi/lembaga rehabilitasi sebagai IPWL sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 6  

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dam/atau 

sumber-sumber lain yang sah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 



Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 10 Desember 2014 

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 10 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 98 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 























 







 











 







 





 







Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001
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